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KEPUTU SAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIÅN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 80O/ O坪/BKPSDM-2O23

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERTNTAH (SAKIP)

DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWARAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KABUPATEN PESISIR SEIATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangha kelancaran penyusunan rencana

Strate由S Perja両ian kineIja, Pelaporan kine垂, PengOlaan data

kineIja secara sistematik di Lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan, Perlu membentuk Tim Sistem Akuntab址tas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP〉　di Lingkungan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan;

b・ bahwa pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas

KineIja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud

Pada huruf a’Perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten pesisir Selatan;

Mengingat　‥ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (L。mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang置Undang Nomor

21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Neg卑ra Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 77口O Undang-Undang Nomor 58 Tahun

1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor lO8’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　20O3

Nomor 47, Ta皿bahan. Lembaran N㊦gara Republik Indonesia

Tahun Nomor 4286);

3・ Undang-Undang Nomor l Tahun　2OO4　tentang

一



Pembendaharaan Negara　(Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15　Tahun　2004　tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2004　　Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438〉 ;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Ilmbaran Negara Republik Indonesia Tahun　2014

Nomor　6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun　2014　Nomor　2444,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun　2O15　Nomor　58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8, Undang-Undang Nomor 3O tahun 2O14 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014　Nomor　292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56Ol) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13　Tahun　2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor　21 Tahun　2Oll tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13　Tahun　2006　tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Nege正　Nomor　54　Tahun　2OlO

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembanglman

Daerah;

1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sip遭Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O12 tentang Peturriuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kine膏a Instansi

Pemerintah ;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor　53　Tahun　2O14

tentang Petu可uk Teknis Pe車a車ian Kinerja, Pelaporan KineIja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KineIja;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun

20O8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang

Nomor 2 Tahun 202 1, Sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor　8　Tahun　2O16　tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Kabupaten PesiSir Selatan Nomor 180

Tahun　2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,



M enetapkan

KESATU

KEDUA

KETI GA

KEEM PAT

Tugas Pokok, Fungsi, Tata Keria, dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan. ;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 131

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Bela垂a

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023・

MEMUTUSKAN

Menetapkan Tim Sistem Akuntab址tas Instansi Pemerintah

(SAKIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dengan

SuSunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini.

Memutuskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

keputusan ini untuk:

aa・ Melakukan koordinasi yang diperlukan disetiap tahapan

Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Su皿ber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan;

a・ Melakukan pengumpulan dan pengolahan daya yang

diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;

b・ Menyusun dokumen-dokunen terkait pelaksanaan SAKIP

yaitu:

a. Rencana Strategis;

b. Perjar互ian Kine車a;

C. Pengukuran KineIja;

d・ Pengelolaan Data Kine巧a;

e. Pelaporan Kine重ja;

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja;

ab・ Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;

ac. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petur互uk

Pelaksanaan SAKIP untuk mer互amin kelancaran dan

kesinambungan pelaksanaan SAKIP;

ad・ Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan;

Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam dictum

KBSATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawa王an

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan.

Keputusan ini berlaku sQjak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapanrlya akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

日田





Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Su皿ber

Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor　: 8OO雁.軍/ BKPSDM-2023

諾霊::孟鑑諾abilitas Kine担nstg鵬i P。m。血,ah
(SAKIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHAN (SAKIP) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPÅTEN PESISIR SELATAN

NO �JABATANDÅLAMTIM �JÅBATANDALAMKEDINASAN 

1. �PenanggungJawab �KepalaBadanKepegawaiandanPengembangan 
SumberDayaManusia 

2. �Ketua �SekretarisBadanKepegawaiandan 
Pen黛emban籍anSumberDayaManusia 

3. �Sekretaris �KepalaSubBagianPerencanaan,Keuangandan 
Pelaporan 

4. �Anggota �a・KepalaBidangPengadaan,Pemberhentian 

danInformasiAparaturSipilNegara 

b.KepalaBidangMutasidanPromosiAparatur 

SipilNegara 

C.KepalaBidangPengembanganKompetensi 

danPenilaianKine互aAparaturSipilNegara 

5. �TimTeknis �a.KasubbagUmumKepegawaian 

b.JabatanFungsionalPengadaandanFormasi 

ASⅣ 

C.JabatanFungsionalProfesi,datadan 

InformasiASN 

d.JabatanFungsionalPemberhen也anASN 

e.JabatanFungsionalMutasidan 

PengembanganKarirASN 

f-JabatanFungsionalKepangkatanPNS 

g.JabatanFungsionalPromosidan 
Kes匂ahteraanASN 

h.JabatanFungsionalPendidikan, 

Pepjer互angandanSert範kasi 

i.JabatanFungsionalPendidikanPelatihan 

TeknisJabatanFungsional 

j.JabatanFungsionalPenilaianKineIjadan 
EvaluasiKineriaASN 


